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PPID SETDA JATENG dikelola oleh Bagian
Pengelolaan Informasi (karena adanya SOTK 2016, BIRO UMUM
maka sekarang PPID UTAMA berada dibawah Bidang PPID Pembantu Setda Jateng dikelola oleh
Statistik Dinas Kominfo Jateng) Sub Bagian Humas dan Dokumentasi
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Sub Bagian Liputan dan Dokumentasi
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ATASAN PPID PEMBANTU
Kepala Biro Umum

KETUA PPID PEMBANTU
Kabag Humas & Protokol

SEKRETARIS PPID PEMBANTU
Bro Umum

BID PENGELOLAAN INFORMASI BID PELAYANAN INFORMASI
Biro Infrasda, Biro Bangda

Biro Otda & Kerjasama,
Biro Kesra, Biro Organisasi

BID DOKUMENTASI & ARSIP BID PENGADUAN & PENYELESAIAN SENGKETA
Bro Umum Biro Hukum, Biro Perekonomian, Bio APBJ

Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
No. 487.22/00033661 Tahun 2019 Tanggal 21 Februari 2019

Ho.

tentang
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Eepatas Bro LUmum SETOA Proves: Jewa Tengal

Kepala Bagien Mumas dan Prolokod pada Biro Umum SETOW Provinsd Jawa Tengah

Kepala Bagisn Rumah Tangga pada SETDA Provinsi Lawa Tenganh

1. Kepala Bagisn F pacda Beo F Do Duserah Dan
Eina Sama SETDA Prowns Jams Tengan

2. Kppala Bagisn Keag s BEn K Rakyat SE TOA Provins
et Tengen

3. Knpais Bagisn Taln Laksana gan Peiayanin Pubsk pada Beo Ceganisas SETDW
Proe L Tengsl

1. Kepals Dagisn Lingkutgien Hidug. K aan Enedi S Draya Masesal
pada Beo infrasirukior Dan Sumber Daya Alam SETOA Provins! Jawa Tengah

2. Eepala Bagisn Pelap dan Anaiss Pelap > pada Beo
Adminisiras Pembangunan Dasmah SETDA Provinsi Jawa Tengah

1. Kepals Sulr Bagan Liputan dan Dokumenias pada Beo Umum SETO6 Proves!
A Tergan

2 Kepals Sub Bagian Tata Pubkkasi dan Hubungan Meda pada Bero Umom SETDA
Proii LR TeRgan

1, Kepais Bagisn Pengawmasan Produl Hulom Daerah Kabupaien/kols
D

Dan Fuum Dads Do Hokum SETOA Prowet Jiwa Tengsh

2. Wapals Bagisn Pennoustrien, Pendigingien i Koperks: Uana Kecl Mensngan
pada Bep Pevekonomisn SETOA Provem Jawa Tensgal

A Eegals Dagusn Fengeisaan Pengsdasn Darang dan Lisa pata Bm\ﬂ-liﬂ'll;"‘.llrﬂ
Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa SET DA Prowrs! e
Tengan » ) =




Rekapitulasi Penilaian Badan Publik Tahun 2020

oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zZWKzmSnotsxAQhp-

. e E
s:f L Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jaten https://diskominfo.jatengprov.go.id/landing/ 100 100,0 100,0
Di Peker;j U Sumber Daya Air D
5 MER AR M SSEr RER A D http://pusdataru.jatengprov.go.id/ 100 100,0 100,0
Penataan Ruang Prov. Jateng
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
6 Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga https://dp3akb.jatengprov.go.id/ 100 100,0 100,0
Berencana Prov. Jateng
7 Dinas I.Z’enanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu https:/felpmptsp. [atenpbrov.go.id) 100 100,0 100,0
Satu Pintu Prov. Jateng
8 Dinas Perhubungan Prov. Jateng http://www.perhubungan.jatengprov.go.id/ 100 100,0 100,0
Di Perindustrian Dan Perd Prov.
9 Ja::ea:g LRI A0 FER RN Y http://disperindag.jatengprov.go.id/v2/ 100 100,0 100,0
10 LIS Pe.rumahan LRl http://disperakim.jatengprov.go.id/ 100 100,0 100,0
Permukiman Prov. Jateng
11 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Prov. Jateng https://rs-amino.jatengprov.go.id/ 100 100,0 100,0
12 |RSJD Dr. RM Soedjarwadi Prov. Jateng https://rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id/ 100 100,0 100,0
13 |RSJD Surakarta Prov. Jateng https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id/ 100 100,0 100,0
14 |RSUD dr. Moewardi Prov. Jateng http://www.rsmoewardi.com/ 100 100,0 100,0
15 |RSUD Kelet Prov. Jateng https://rsud-kelet.jatengprov.go.id/ 100 100,0 100,0
16  |RSUD prof. Dr. Margono Soekardjo Prov. Jateng |https://www.rsmargono.go.id/ 100 100,0 100,0
100,0
ETE i e https://dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/ 100 98,3 99,2
Karya Prov. Jateng
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. . ) .
20 Jateng https://disnakertrans.jatengprov.go.id/ 100 98,3 99,2
Ninae Dambardauasan Macuarabar Nacs

ay4vCAArnhcsw0JM9JRmMRhCWhsc/edit?usp=sharing



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zWKzmSnotsxA0hp-ay4vCAArnhcsw0JM9JRmRhCWhsc/edit?usp=sharing
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Setda Jateng Dalam OPEN DATA
Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2017 tentangSingle Data System untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah.

@ A — 'Y}

#Home  Organzations  Sekretariat Daeran

http://data.jatengprov.go.id/

! m 2018 ®2019 m2020

429 datasets found Orderby:  Relevance

1287

Agenda - Aprl 2019
0 429

2019

1500 =————="
2020 =
1000

@ / Organizations / Sekretariat Daerah

&h Datasets @ Activity Stream © About 500 - o -'53 ;

Sekretariat Daerah 1,287 datasets found Order by: | Relevance ~

Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah read more

Jumlah Data Yang
Struktur Organisasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Jateng/Update Agustus 2020 Te ru |Oad
Followers Datasets " - o p
Datasheet ini menyajikan susunan pimpinan dalam organisasi

o |0 12k
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9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang
Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang
i Publik

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang
SEKRETARIAT DAERAH Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47
Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah
KEPUTUSAN Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan
KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH JAWA TENGAH Infc i Publik F i Daerah Provinsi
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU Jawa Tengah;
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 70 tahun 2018
NOMOR #87.22 / 0009618 / 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah;
TENTANG 13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/32 Tahun 2017
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK ‘lfn‘uns Nn:’m::nn F e Pa];?ge;ggl:) Pg:glrlk Pemeﬁnm
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Provinsi Jawa Tengah;
KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH JAWA TENGAH, 14. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

487.22/0003661 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelolaan
f i dan Dok i Sekretariat Daerah Provinsi

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Jawa Tengah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan MEMUTUSKAN :
1 . ° Informasi Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik sesuai G
< ® dengan peraturan perundang-undangan; Menetapkan
A ] » b. bahwa perlu ditetapkan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat = " A e
- ,,' » Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Daftar Informasi KESATU : 19maﬁarm Informasi Publik pada S;:mm‘ t D‘acmh Provinsi Jawa
p £ T Pt am yang P
- a .‘ Publik pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ; Begien tidak = dard Sarat ini
» 5 : . £ :
P & Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan EBRUA % -enue bisya yang Srobul ssbagel. akibar, ditstapiosnniye EEptua
e ‘ 4 Provinsi Djawa Tengah; u Ao o
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infor i Déd a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
e ) ad Transaksi Elektronik; b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
% UndmiglUndang tNomoe: 1% fabiun 2008 tedthog Ketarntonan, KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
! - J 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Ditetapkan di : Sei g
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan da tanggal :
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah P g
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang KEPALA BIRO UMUM
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang SEKRETARIAT DAER INSI JAWA TENGAH o] 4 *
Pemerintahan Daerah; N
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan AT
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di ED

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012
tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Provinsi Jawa Tengah;




DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020

Judul Informasi Ringkasan Isf Informasi Penjabat/Unit yang Penanggung Waktu Bentuk  Jangka Jenis Media yang Memuat
menguasal Informasi Jawab Pembuatan/ Informasi  Waktu Informasi
Pembuatan Penerbitan yang Penyim
Informasi Informasi ~ Tersedia  panan
-3 -4 -6 -9
1. Informasi tentang Profil Badan Publik
1 /d i informasi terkait Biro Umum, Biro Bangda, Atasan PPID Tahun 2020 | Hard & selama | http://ppidsetda.jatengpr
beserta alamat lengkap dengan kedudukan atau Biro Kesra, Biro Organisasi, | Pembantu Setda Soft berlaku | hubungi kami
domisili maupun akses yang Biro Hukum, Biro Isda, Biro | Provinsi Jawa (file_pdf)
dimiliki oleh Badan Publik Pemerintahan Otda dan Tengah Tittos//setda latensorovgoid/aet
Satasaons, Bio da/hubungi-kami/
Perekonomian, Biro APBJ
2 | Visi dan Misi Menyajikan informasi terkait | Biro Umum, Biro Bangda, | AtasanPPID | Tahun2020 | Hard& | selama | htto://ppidsetda.jatengprov.2o.i BiroUmum, Biro Bangda, | AtasanPPID | Tahun2020 | Hard& | selama | htto://humas jatengprov.go.i
dengan visi dan misi yang Biro Kesra, Biro Organisasi, | Pembantu Setda Soft berlaku | visi_misi Biro Kesra, 'Blm Ortlnlsa;I Pimbanta Satila Soft Sertakn | bisen: pad/is 37
iy olely Badtan Ptk Biro Hukum, Biro lsda, Biro | Provinsl Jawa (file_pdf) Biro Hukum, Biro Isda, Biro | Provinsi Jawa (file_pdf) Ringkasan-Penelitian-Th.-2011-
Pemerintahan Otda dan Tengah https://setd: go.id/set Otda dan Tengah 2014 pdf
Kerjasama, Biro da/visi-misi-2/ Kerjasama, Biro
2
Perekonomian, Biro APB) Perekonomian, Biro APBJ
:‘—“Uﬂv—‘lz“—“a‘?ﬂ"—“%@’k—‘é;’"—‘f‘l‘i@ Biro Umum, Biro Bangda, | AtasanPPID | Tahun2020 | Hard& | selama | hito//ppidsetda jatengorov.20id/
W Biro Kesra, Biro Organisasi, | Pembantu Setda Soft berlaku | pengaduan informas! publik/offli
dacraheprovinsijawiiensah || iro Hukum, Biro Isda, Biro | Provinsi Jawa (file_pdf) ne
3 | Tugas dan Fungsi Memuat informasi yang Biro Umum, Biro Bangda, | Atasan PPID Tahun2020 |Hard& | selama | https://setda.fatengorov.go.id/set P:;leﬂnla:‘:n Otda d;n Tengah ¢ [ A e————
berkaitan dengan tugas dan Biro Kesra, Biro Organisasi, | Pembantu Setda Soft berlaku | da/tugas-fungsi Kerfacani, ko ek it i o
fungsi yang dimiliki oleh Badan | Biro Hukum, Biro Isda, Biro | Provinsi Jawa (file_pdf) Pasekonomian; Blro APRI e
Publik Pemerintahan Otda dan | Tengah http://ppidsetda jatengprov.go.i X
Kerjasama, Biro tugas fungsi
-1 -2 -3 -4 5 -6 -7 -8 -9
1. Daftar Publik Yang
1 | Informasi Publik yang Memuat Informasi Publik yang | Biro Umum, Biro Bangda, Atasan PPID Tahun 2020 | Hard & selama | http: idsetda. [atengprov.go.id,
Dikecualikan PPID Dikecualikan pada Pejabat Biro Kesra, Biro Organisasi, | Pembantu Setda berlaku | datadip/dik
Pembantu Setda Provinsi Pengelola Informasi dan Biro Hukum, Biro Isda, Biro | Provinsi Jawa (file_pdf)
Jawa Tengah Tahun 2020 (PPID) Otda dan Tengah
Setda Provinsi Jawa Tengah Kerjasama, Biro
Tahun 2020 Perekonomian, Biro APBJ
. .*
2 5 8 9
- . . . . .
E ~ http://ppidsetda.jatengprov.go.id/dip2020
v ..
Ouis &
ed 19



http://ppidsetda.jatengprov.go.id/dip2020

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

.
S )
% - -
[ T 2
S
- |

Menimbang

Mengingat

T
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN

KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR  47.22/0009474 /2020
TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH JAWA TENGAH,

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik perlu menetapkan klasifikasi Informasi yang
dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan uji i yang telah perl:

menetapkan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daemh

mensl Jawa Tengah tentang yang
pada iat Daerah insi Jawa Tengah ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Informasi dan Dokumentasi di
ngkung,an Kementerian Dalam Negeri;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012
tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Publ

y

Pemennmh Daerah Provinsi Jawa Tengah;

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47
Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan
Informasi Publik Peny Daerah Provinsi
Jawa Tengah;

12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 70 tahun 2018
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah;

13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/32 Tahun 2017
tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dok i Utama dan Pada Badan Publik Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah;

14, Keputusan Sckretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
487.22/0003661 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelolaan

i dan Dok i b iat Daerah Provinsi

Jawa Tengah.
MEMUTUSKAN :

Klasifikasi i yang Di ikan pada iat Daerah
Provinsi Jawa Ten, b il dalam L i yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini, dibebankan kepada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal :  Juni 2020

KEPALA BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU




KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik

No Informasi Dasar hukum Pengecualian Jangka Waktu
Dibuka Ditutup
1 D /berkas kepegs PNS | UU No.14 Tahun 2008 | Mengungkap rahasia pribadi yang | Melindungi data pribadi Tidak Terbatas /
meliputi : tentang KIP pasal 17 huruf | dapat disalahgunakan oleh pihak | yang bersifat rahasia Kecuali karena
a. Arsip dokumen kepegawaian. h yang tidak bertanggungjawab ketentuan
b.Identitas PNS yang melanggar/ ldndmdnng-
dijatuhi hukuman disiplin. ndang.
c.ldentitas PNS yang mengajukan
ijin perceraian.
2 Data identitas pengaduan | UU No. 14 Tahun 2008 | Mengungkap data pribadi yang | Melindungi data pribadi Sampai ada {jin
masyarakat tentang KIP pasal 17 huruf | bersangkutan yang bersangkutan dari  pengadu
h yang
bersangkutan
3 Dokumen | berkas perkara yang | UU No.14 Tahun 2008 | Mengganggu atau menghambat | Melindungi data pribadi | Sampai perkara
masih proses di pengadilan tentang KIP pasal 17 huruf | proses penegakan hukum yang b k dan d
a memperlancar proses | putusan
penegakan hukum pengadilan yang
berkekuatan
hukum (incraht)
4 D F B: /Jasa | UU No. 14 tahun 2008 | Mengganggu kepentingan | - Menjaga  obyektifitas | Terbatas sampai
(Dokumen lelang/ seleksi dan | Pasal 17 huruf b perlindungan hak gta‘- penilaian d dengan
kualifikasi) dan p dari penetapan
5 Dokumen Proses Evaluasi | UU No. 14 Tahun 2008 us;t'l;}:ng tidak sehat | - Melindungi data terkait | penyedia
Pengadaan Barang/Jasa (Berita | Pasal 17 Huruf b dan h serta rahasia dagang hasil-hasil evaluasi | barang/jasa

acara  hasil  pelelangan/seleksi,
laporan hasil evaluasi)

Rincian Harga Perkiraan Sendiri
(HPS)

UU No. 30 Tahun 2000
tentang Rahasia Dagang

Dokumen Penawaran Peserta

-UU No. 30 Tahun 2000
Tentang Dagang
2

Pasal
-UU No. 14 Tahun 2018
Pasal 17 huruf b

sehubungan dengan
kapabilitas,
intelektualitas dan
rekomendasi
kemampuan
seseorang/perusahaan
Melindungi hak atas
kekayaan intelektual

- Menjaga persaingan

usaha yang schat

http://ppidsetda.jatengprov.go.id/datadip/dik

_.‘.-







